GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/711/VI.02/HK/2021
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan
evaluasi sebelum ditetapkan;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu dievaluasi
untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dan Kebijakan Umum APBD dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta RPJMD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;



Mengingat

.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431)

El



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

.-

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir
Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak
ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pesisir Barat,
dan Bupati Pesisir Barat menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 menjadi Peraturan Bupati Pesisir Barat, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan:

-4-

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 yang telah disempurnakan dan disesuaikan
berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari
Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati
Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal |7 Desember 202/

GUBERNUR LAMPUNG,

—m—

ARINAL DJUNAIDI

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;

3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

6. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat di Krui.



